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Abstract. The purpose of this study is to explain the conflict of social welfare policies between 
online motorcycle taxi drivers, PT. Grab Indonesia and the Government. This study uses a 
qualitative method to explain the dynamics and power relations between the Grab online 
motorcycle taxi driver group, the Ministry of Digital Communication of the Republic of Indonesia, 
and PT. Grab Indonesia regarding demands for social welfare. Data collection was carried out 
through in-depth interviews, literature reviews and observations. Meanwhile, the analysis of 
research problems was answered using social welfare theory and the concept of the gig economy. 
The results of this study explain that the power relations in determining the social welfare of gig 
workers are still dominated by the gig company Grab Indonesia. The weak position of the 
government has had implications for obstacles in making gig economy policies in the 
transportation sector to date. This condition has affected the level of social welfare of Grab online 
motorcycle taxi drivers which is not yet adequate. The low level of welfare of online motorcycle 
taxi drivers can be measured by low daily income, high workload, and the unavailability of health 
insurance facilities. In addition, the weak involvement of the government in regulating gig worker 
policies in Indonesia has also affected the political uncertainty of the social welfare of online 
motorcycle taxi drivers in general and Grab Indonesia online motorcycle taxi drivers in particular 
in the future amidst competition and scarcity of jobs in Indonesia. 
 
Keyword: GIG Economy, Policy Conflict, GrabBike Drivers, Government, PT. Grab Indonesia. 
 
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan konflik kebijakan kesejahteraan sosial 
antara pengemudi ojek daring, PT. Grab Indonesia dan Pemerintah. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif untuk menjelaskan dinamika dan relasi kekuasaan antara kelompok pengemudi 
ojek daring Grab, Kementerian Komunikasi Digital Republik Indonesia, dan PT. Grab Indonesia 
terkait tuntutan kesejahteraan sosial.  Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara 
mendalam, kajian kepustakaan dan observasi. Sementara analisis permasalahan penelitian 
dijawab dengan menggunakan teori kesejahteraan sosial dan konsep ekonomi gig. Hasil dari 
penelitian ini menjelaskan bahwa relasi kekuasaan dalam menentukan kesejahteraan sosial 
pekerja gig masih didominasi oleh perusahaan gig Grab Indonesia. Posisi pemerintah yang lemah 
telah berimplikasi pada hambatan dalam pembuatan kebijakan ekonomi gig di bidang 
transportasi hingga saat ini. Kondisi ini telah mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial 
pengemudi ojek daring Grab yang belum layak. Rendahnya tingkat kesejahteraan pengemudi ojek 
daring dapat diukur dari pendapatan harian yang rendah, tingginya beban kerja, dan 
ketidaktersediaan fasilitas asuransi kesehatan. Selain itu masih lemahnya keterlibatan 
pemerintah dalam pengaturan kebijakan buruh gig di Indonesia juga telah mempengaruhi 
ketidakpastian politik kesejahteraan sosial pengemudi ojek daring umumnya dan khususnya 
pengemudi ojek daring Grab Indoenesia di masa mendatang di tengah kompetisi dan kelangkaan 
lapangan pekerjaan di Indonesia.   
 
Kata Kunci:  Ekonomi GIG, Konflik Kebijakan, Pengemudi GrabBike, Pemerintah, PT. Grab 
Indonesia
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PENDAHULUAN 

Perkembangan ekonomi gig telah menjadi 
fenomena global di hampir seluruh negara di 
dunia. Ekonomi berbasis aplikasi dan platform ini 
telah mentransformasi pasar kerja tradisional ke 
arah digitalisasi dan otomatisasi melalui berbagai 
layanan aplikasi online (Tolba, 2021; Graham, & 
Anwar, 2019; Larsson, & Teigland, 2019). Salah 
satu dampak dari ekonomi gig adalah 
perkembangan pekerjaan pengemudi ojek daring 
di berbagai negara di dunia (Graham, & Joe, 
2017). Beberapa perusahaan transportasi online 
yang menjadi model percontohan seperti Uber 
(Amerika Serikat), Didi Chuxing (China), Grab 
(Singapura), dan Go-jek (Indonesia). Uber 
merupakan salah satu bentuk inovasi 
transportasi yang berbasis di Amerika Serikat 
dan beroperasi di 69 negara di dunia (Lombardo, 
2022). China menjadi negara yang juga 
mengembangkan layanan transportasi online 
melalui platform Didi Chuxing, didirikan pada 
2015, dan telah mendominasi pasar dalam negeri 
(Chen, & Qiu, 2019).  

Transportasi online Grab dan Gojek 
menjadi dua penyedia online yang saling 
berkompetisi di kawasan Asia Tenggara. Go-jek 
merupakan layanan transportsi berbasis 
aplikasi Indonesia yang didirikan pada 2009 di 
Jakarta. Go-jek telah beroperasi di 50 kota di 
Indonesia dan 4 negara di Asia Tenggara yaitu 
Vietnam, Thailand, Filipina, dan Singapura 
(Susanto, & Aulia, 2020). Adapun Grab 
merupakan aplikasi transportasi online yang 
menjadi pesaing Go-jek di Asia Tenggara. Grab 
beroperasi di Singapore, Malaysia, Kamboja, 
Indonesia, Myanmar, Filipina, Thailand, dan 
Vietnam, serta di Asia Timur Jepang (Kee, et al., 
2021). Meskipun terjadi rivalitas dan kompetisi 
bisnis oleh dua aplikator ini baik di Indonesia 
dan negara-negara Asia Tenggara lainnya 
namun permasalahan tetap sama (Kurniawati, & 
Khoirina, 2020). Kedua aplikator ini 
menerapkan strategi kemitraan dalam 
melakukan bisnis dan hubungan industrial 
(Kurniawan, 2020; Rahmat, et al., 2024). 

Permasalahan ekonomi gig di bidang 
transportasi online (ride-hailing) adalah terkait 
dengan tingkat kesejahteraan dan pendapatan 
pekerja yang masih rendah (Berger, et al., 2019). 

Para pekerja di bidang transportasi tidak 
mendapatkan kepastian regulasi terkait 
keamanan pendapatan. Hal ini telah 
menimbulkan ketidakpuasan para pekerja gig 
dan berharap pemerintah dan perusahaan dapat 
meningkatkan keamanan pendapatan (Berg, J, 
2015). Permasalahan ini masih terfokus pada 
ekosistem pekerjaan gig khususnya dalam 
perspektif perusahaan penyedia aplikasi. 
Perusahaan masih menganggap pekerja gig 
hanya sebagai kontraktor independen, pekerja 
lepas, atau karyawan sementara (Filinovych et 
al., 2025). Sehingga perusahaan tidak memiliki 
kewenangan untuk mengatur pekerja layaknya 
seperti pekerja formal. Pekerja diberikan tugas-
tugas jangka pendek dan dapat diselesaikan 
dalam beberapa jam kerja dalam satu hari sesuai 
permintaan melalui aplikasi digital (Taylor et al., 
2023). 

Sementara dalam perspektif pemerintah 
Indonesia permasalahan pendapatan para 
pengemudi ojek daring masih belum 
menguntungkan pengemudi daring. Pemerintah 
belum secara aktif menetapkan kebijakan 
pendapatan pengemudi ojek daring dengan 
regulasi terkait ketenagakerjaan (De Ruyter, & 
Rachmawati, 2020). Sementara perusahaan 
platform berupaya untuk menghindari 
hubungan kerja formal dengan pengemudi ojek 
daring. Kebijakan perusahaan ini sebagai 
strategi untuk terbebas dari pemenuhan 
kesejahteraan pekerja. Dengan demikian, 
perusahaan dapat menghindari kewajiban untuk 
memberikan upah minimum, asuransi 
kesehatan, dan tunjangan lainnya (Hsu, 2025). 
Permasalahan ketiadaan regulasi terkait 
perlindungan pekerja (Shafira, et al., 2024) dan 
akses terhadap perlindungan sosial (Pratomo, et 
al., 2024) terhadap pengemudi ojek daring telah 
berdampak terhadap kesejahteraan. Dalam 
perspektif hukum ketenagakerjaan, 
permasalahan ini berkembang dan menjadi 
konflik antara perusahaan penyedia aplikasi dan 
pengemudi ojek daring dikarenakan ketiadaan 
regulasi yang mengatur hubungan kemitraan 
(Hadiati, et al., 2023). 

Ketidakpastian regulasi yang mengatur 
dengan tegas terkait kesejahteraan pengemudi 
ojek daring telah menimbulkan aksi protes 
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terhadap penyedia aplikasi dan pemerintah. 
Beberapa tuntutan para pengemudi ojek daring 
adalah terkait dengan pengurangan potongan 
tarif, dan revisi peraturan terkait tarif yang 
merugikan pengemudi ojek daring. Selain itu 
para pengemudi ojek daring juga mendesak 
pemerintah untuk mengatur tarif layanan antar 
barang yang ditentukan oleh pihak aplikator 
berdasarkan Peraturan Menkominfo No. 
12/2012 (Iskandar, 2024). Menurut Koalisi Ojek 
Nasional (KON) sistem penetapan tarif saat ini 
dianggap tidak manusiawi karena perusahaan 
aplikasi dapat mengubah harga secara sepihak 
tanpa mempertimbangkan kesejahteraan mitra 
pengemudi. Para pengemudi ojek daring 
mendesak pemerintah dan aplikator untuk 
memberikan perlindungan hukum serta 
mengurangi potongan biaya aplikasi guna 
meningkatkan kesejahteraan pengemudi 
(Bestari, 2024).  

Dalam menanggapi aksi protes para 
pengemudi ojek daring pihak Grab Indonesia 
menyatakan menghargai hak mitra pengemudi 
untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya 
selama dilakukan secara tertib, damai, dan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan 
menyediakan berbagai saluran komunikasi, 
termasuk layanan Grab Support dan pertemuan 
tatap muka antara perwakilan Grab dengan 
komunitas mitra pengemudi, untuk menampung 
masukan dan aspirasi dari para mitra (Sari, 
2024). Sementara pemerintah telah berupaya 
mengurangi dampak negatif aksi protes 
pengemudi ojek online terhadap masyarakat dan 
menjaga kelangsungan layanan transportasi 
berbasis aplikasi masih dapat berjalan. 
Kementerian Komunikasi dan Digital secara aktif 
mendengarkan aspirasi para pengemudi dan 
mempertimbangkannya dengan serius 
(KOMDIGI, 2024). Peran pemerintah sangat 
penting dalam menghadapi masalah yang muncul 
dari perkembangan gig economy, terutama dalam 
melindungi pekerja lepas. Tanpa campur tangan 
pemerintah, para pekerja rentan tidak akan 
mendapatkan perlindungan hukum, sosial, dan 
ekonomi yang memadai karena status pengemudi 
yang berada di luar hubungan kerja formal 
(Herrmann et al., 2023). Pemerintah adalah pihak 
yang punya tanggung jawab konstitusional untuk 
melindungi seluruh warga negaranya, termasuk 

pekerja lepas dalam ekosistem digital baru ini 
(Albornoz & Chávez, 2024). 

Aksi demonstrasi dan protes para 
pengemudi ojek daring aplikasi Grab juga tidak 
lepas dari permasalahan pengaturan jam kerja 
dan potongan tarif yang merugikan. Terdapat 
beberapa kajian penelitian dalam kurun waktu 
lima tahun terakhir terhadap pengaturan dan 
kebijakan Grab Indonesia yang mempengaruhi 
tingkat kesejahteraan pengemudi ojek daring 
Grab. Pertama, protes terhadap pengaturan jam 
kerja para pengemudi ojek daring Grab yang 
berdampak terhadap kesehatan pengemudi 
(Alfiansyah, 2023; Zahara, et al., 2023). Kedua, 
ketidakamanan pekerjaan sebagai pengemudi 
ojek daring yang tidak didukung dengan sumber 
daya keuangan dan peluang pengembangan 
keterampilan (Farhan, & Dewi, 2024). Ketiga, 
kesehatan mental dikarenakan beban kerja dan 
berdampak pada kesehatan dan produktifitas 
kerja (Purnomo, & Waluyo, 2023; Nurrahmad, et 
al., 2023). Keempat, jaminan keselamatan kerja 
yang belum dijamin secara penuh oleh penyedia 
aplikator Grab (Basid, & Yusuf, 2024). 

Dengan mendasarkan pada permasalahan 
tersebut maka pertanyaan penelitian yang ingin 
dijawab dan dianalisa adalah terkait bagaimana 
tanggapan pemerintah dan PT. Grab Indonesia 
dalam menyelesaikan tuntutan peningkatan 
kesejahteraan para pengemudi ojek daring. 
Regulasi apa saja yang harus disesuaikan untuk 
menghasilkan kesepakatan yang saling 
menguntungkan. Adapun tujuan penelitian ini 
adalah ingin menjelaskan fenomena politik 
kesejahteraan buruh gig di Indonesia yang 
belum mendapatkan perhatian dari pemerintah. 
Fokus kajian yang ingin diteliti adalah terkait 
pengaturan/regulasi pekerjaan gig yang belum 
dapat memberikan keamanan dan kepastian 
hukum dengan studi kasus pengemudi ojek 
daring Grab Indonesia. 

 
METODE 

Peneltian ini menggunakan metode 
kualitatif. Penelitian kualitatif menggambarkan 
serangkaian teknik penyelidikan nonstatistik 
untuk mengumpulkan data tentang fenomena 
sosial. Data kualitatif adalah kata-kata, simbol, 
gambar, atau catatan, materi, atau artefak 
nonnumerik lainnya (McNabb, 2015). Metode 
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penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 
studi kasus untuk mendalami suatu kasus 
tertentu secara lebih mendalam dengan 
melibatkan pengumpulan beraneka sumber 
informasi (Creswell, 2014). Adapun 
pengumpulan data dilakukan melalui fakta-fakta 
empiris dari berbagai sumber yaitu dokumentasi 
pemerintah dan akun verbal dan visual, analisis 
konten (Pennings, et al., 2005). Sementara teknis 
pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara, studi pustaka, dan observasi 
(Johnson, et al., 2015). Data primer diperoleh 
memalui wawancara mendalam dengan 
informan seperti individu atau kelompok. 
Sumber kedua adalah data kuesioner dari 52 
orang  responden driver ojek online di wilayah 
Jabodetabek. Adapun data sekunder merupakan 
informasi yang didapatkan peneliti secara tidak 
langsung dari sumber yang sudah ada 
sebelumnya, seperti dokumen, publikasi, 
laporan, atau artikel jurnal (Wekke, et al., 2019). 
Metode kualitatif ini digunakan oleh peneliti 
untuk mengetahui dan menganalisa 
permasalahan kebijakan kesejahteraan pekerja 
gig yang berprofesi sebagai pengemudi motor 
online pada Aplikasi GrabBike Indonesia. 
 
HASIL DAN DISKUSI 

Hasil Kuesioner Pandangan Pengemudi 
Grab Indonesia terkati Kesejahteraan 
Sosial  

Hasil kuesioner yang disebarkan kepada 
pengemudi ojek daring grab Indonesia 
memperlihatkan mayoritas responden merasa 
tidak sejahtera. Hal ini dapat dibaca dari 
kategori peningkatan pendapatan setelah 
menjadi pengemudi ojek daring (lihat dan baca 
tabel di bawah). 

Tabel 1. Hasil Kuesioner Pengemudi ojek daring 
Grab Indonesia 

No Pernyataan/
Kategori 

Jumlah SS S TS STS Keterangan 

1 Pendapatan 
meningkat 
setelah jadi 
pengemudi 
ojek daring 

52 1 2 10 39 Mayoritas 
merasa 
pendapatan 
tidak 
meningkat  

2 Pendapatan 
cukup 

52 0 5 30 17 Mayoritas 
merasa 
pendapatan 
tidak cukup 

3 Merasa hidup 
dengan 
nyaman 

52 0 6 31 15 Mayoritas 
merasa tidak 
hidup nyaman 

4 Pengemudi 
tidak 
membuat 
stress 

52 2 16 22 12 Mayoritas 
merasa 
menjalani 
pengemudi ojek 
daring 
membuat stress 

5 Punya waktu 
dengan 
keluarga 

52 1 17 16 18 Mayoritas 
merasa tidak 
punya waktu 
keluarga 

6 perusahaan 
berlaku adil 

52 0 14 28 10 Perusahaan 
berlaku tidak 
adil 

Total 52 4 60 137 111  

Sumber: Diolah Penulis, 2025 

Dari sampel tersebut dapat dijelaskan 
bahwa banyak pengemudi Grab yang merasa 
belum sejahtera dalam memenuhi kebutuhan 
sehari-hari, fenomena transportasi daring di 
Indonesia, khususnya di kota besar seperti 
Jakarta, telah membuka peluang kerja baru bagi 
banyak orang. Namun, di balik kemudahan 
layanan dan fleksibilitas waktu kerja, terdapat 
realitas menyedihkan yang dihadapi para 
pengemudi Grab. Berdasarkan data yang 
diperoleh dari hasil kuesioner terhadap 52 
pengemudi Grab di wilayah Jakarta, terungkap 
bahwa sebagian besar pengemudi ojek daring 
masih berada dalam kondisi yang tidak sejahtera. 

Kondisi kesejahteraan sosial pengemudi 
ojek daring Grab Indonesia yang belum 
meningkat dapat dianalisa dari berbagai hal. 
Pertama, politik kesejateraan sosial yang belum 
diterapkan di dalam ekonomi gig Indonesia. 
Kedua regulasi yang mengatur pengemudi ojek 
daring masih menguntungkan pihak 
perusahaan/aplikator grab. Penjelasan berikut 
ini dapat menggambarkan bagaimana politik 
kesejahteraan sosial pengemudi ojek daring 
secara umum dan khususnya Grab Indonesia.  

Politik Kesejahteraan Sosial Pekerja 
Ekonomi GIG 

Politik kesejahteraan sosial telah 
diimplementasikan di berbagai negara baik 
demokratis dan otoriter baik dengan 
pendekatan sistem/strukturalis dan 
institusional (Nurdin, 2023). Politik 
kesejahteraan sosial didefenisikan sebagai 
keterkaitan antara negara (pemerintah) dengan 
seluruh elemen masyarakat mulai dari individu, 
kelompok, dan publik terhadap kebijakan 
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kesejahteraan Kesejahteraan sosial merujuk 
pada program-program perlindungan sosial 
seperti kesehatan, peningkatan kualitas hidup 
dan kebahagiaan warga negara atas kepemilikan 
pribadi baik materi dan non materi (Daly, 2011). 
Politik kesejahteraan sosial merupakan tujuan 
bersama yang digagas negara untuk melindungi 
permasalahan sosial warga negara. Target 
kebijakan dan program perlindungan sosial 
adalah kelompok miskin di dalam masyarakat 
(Barrientos, & Hulme, (Eds.), 2016). 

Peran negara (pemerintah) dalam kontek 
ekonomi gig adalah membuat kebijakan, aturan 
dan regulasi terkait dengan jaminan sosial dan 
perlindungan sosial. Regulasi ini dimaksudkan 
untuk mengurangi dampak ekonomi gig 
terhadap permasalahan ketenagakerjaan 
pekerja gig (Bielousov, et al., 2023).  Dukungan 
pemerintah terhadap kesejahteraan sosial 
pekerja gig akan menjadi model perlindungan 
sosial dan dapat diterima oleh seluruh pihak 
baik pekerja dan penyedia aplikasi (Yaroshenko, 
et al., 2024). Pemerintah juga dapat menyusun 
dan membuat sistem perlindungan hukum yang 
dapat mendorong dan memaksa penyedia 
aplikasi untuk bertanggungjawab terhadap 
perlindungan sosial pekerja gig. Tanggungjawab 
penyedia aplikasi ini diatur dalam regulasi yang 
mengikat sehingga dapat berdampak terhadap 
kesejahteraan sosial pekerja gig (Barus, & 
Simamora, 2023).  

Analisis Konflik Kebijakan 
Kesejahteraan Sosil Pengemudi ojek 
daring GrabBike Indonesia 

Untuk menganalisa permasalahan 
kesejahteraan sosial pengemudi ojek daring 
Grab Indonesia, maka perlu untuk menganalisa 
dari tiga perspektif/pandangan baik dari 
pengemudi ojek daring, PT. Grab Indonesia, dan 
Pemerintah. 

Tuntutan Pengemudi ojek daring Grab 

Para pengemudi ojek daring secara 
terbuka menyampaikan berbagai tuntutan yang 
saat ini menjadi perhatian utama, terutama yang 
berkaitan dengan perlindungan hukum yang 
memadai, jaminan sosial yang komprehensif, 
dan kejelasan status kerja sebagai mitra aplikasi. 
Para driver juga menuntut agar biaya potongan 
aplikasi yang dikenakan oleh Grab diturunkan, 

dengan usulan maksimal potongan hanya 10 
persen dari setiap transaksi. Driver menolak 
segala bentuk promosi atau program hemat 
yang bebannya dibebankan kepada pendapatan 
driver. Pengemudi sangat mengharapkan adanya 
perbaikan regulasi yang signifikan, yang dapat 
memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih 
baik dan berkelanjutan bagi pengemudi. Para 
pengemudi ojek daring Grab mengungkapkan 
keprihatinan mendalam mengenai 
ketidakpastian yang pengemudi hadapi dalam 
pekerjaan sehari-hari. Driver merasa rentan 
terhadap perubahan kebijakan perusahaan yang 
dapat memengaruhi pendapatan secara 
signifikan. Selain itu, juga menyoroti kurangnya 
akses terhadap jaminan sosial seperti asuransi, 
yang membuat pengemudi merasa tidak aman 
dalam jangka panjang. Status kerja sebagai mitra 
aplikasi juga menjadi sumber ketidakjelasan, 
karena seringkali tidak memiliki hak-hak yang 
sama seperti karyawan tetap, seperti hak cuti 
atau kompensasi jika terjadi pemutusan 
hubungan kerja (Sitorus & Kornitasari, 2024). 

Tabel 2. Tuntutan Pengemudi ojek daring 
Grab Indonesia 

Tuntutan Pemerintah PT. Grab Indonesia 

Perlindungan 
Hukum 

Membuat aturan 
hukum/regulasi 

Bekerja sama dengan 
pemerintah  

Jaminan Sosial 
Jaminan Kecelakaan 
Kerja 

Kerjasama dengan 
BPJS Ketenagakerjaan 

Perbaikan 
Regulasi Status 
Pengemudi ojek 
daring 

Memperbaiki 
regulasi terkait 
pengemudi ojek 
daring 

Mematuhi regulasi 
pemerintah 

Tunjangan Sosial 
Menjamin regulasi 
terkait tunjangan 
sosial 

Bekerja sama dengan 
pemerintah 

Pemotongan 
Biaya Aplikasi  

Menyusun regulasi 
terkait aturan 
potongan yang adil 

Bekerja sama dengan 
pemerintah dan 
pengemudi ojek 
daring 

Keterampilan 
Kerja 

Mendukung 
peningkatan 
kompetensi 

Menyediakan dana 
peningkatan 
kompetensi 

Sumber: Wawancara Informan, 2024 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa 
pengemudi ojek daring maka dapat dianalisa 
bahwa tingkat kesejahteraan sosial pengemudi 
ojek daring sangat ditentukan oleh kejelasan 
aturan tunjangan sosial seperti tunjangan hari 
raya,  status kerja, dan perlindungan hukum 
yang lebih kuat bagi para pengemudi ojek 
daring. Tanpa regulasi pemerintah yang 
mengatur secara tegas, driver ojek online rentan 
mengalami eksploitasi oleh perusahaan aplikasi 
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yang memiliki kekuasaan besar dalam 
menentukan tarif dan kebijakan kerja secara 
sepihak. Para pengemudi juga menuntut 
mekanisme pemutusan kemitraan yang 
transparan dan mediasi yang melibatkan 
perwakilan pengemudi sebelum keputusan 
pemutusan kemitraan diambil. Banyak 
pengemudi ojek daring merasa khawatir tentang 
masa depan  dalam pekerjaan ini. Para 
pengemudi tidak memiliki kepastian mengenai 
berapa lama bisa dapat terus bekerja sebagai 
pengemudi Grab, dan juga tidak memiliki 
jaminan bahwa pendapatan akan tetap stabil 
dari waktu ke waktu. Hal ini menciptakan 
tingkat stres dan kecemasan yang tinggi di 
antara para pengemudi, yang dapat 
memengaruhi kualitas hidup pengemudi secara 
keseluruhan. Untuk mengatasi permasalahan ini 
mitra Grab mengharapkan perusahaan aplikasi 
memberikan pelatihan keterampilan tambahan 
kepada para pengemudi agar memiliki pilihan 
karir yang lebih beragam di masa depan 
(Wawancara pribadi, 2 Oktober 2024). 

Tanggapan Pemerintah 

Kementerian Komunikasi dan Digital 
(selanjutnya Komdigi) memiliki peran krusial 
dalam mengawasi platform-platform digital 
seperti Grab, terutama terkait kepatuhan 
terhadap regulasi digital dan perlindungan data 
pribadi pengguna. Menanggapi tuntutan para 
pengemudi ojek daring Grab mengenai potongan 
biaya aplikasi yang mencapai 30 persen, 
Komdigi berencana untuk mengadakan 
pertemuan dengan penyedia aplikasi Grab. 
Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, 
menyatakan bahwa isu tersebut sedang dalam 
pembahasan intensif oleh pihak kementerian (H, 
2025). Nezar Patria juga menekankan 
pentingnya dialog yang konstruktif antara 
pemerintah, perusahaan aplikasi, dan 
perwakilan pengemudi untuk mencapai solusi 
yang saling menguntungkan. Pemerintah 
menyadari pentingnya menjaga keseimbangan 
antara kepentingan perusahaan aplikasi dan 
kesejahteraan para pengemudi. Pemerintah 
berupaya untuk mencari solusi yang adil dan 
berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. 
Pertemuan dengan para penyedia aplikasi 
diharapkan dapat menghasilkan pemahaman 

yang lebih baik mengenai struktur biaya dan 
potensi solusi untuk mengurangi beban biaya 
bagi para pengemudi. Kementerian Komunikasi 
dan Digital juga berencana untuk melakukan 
studi banding dengan negara-negara lain yang 
telah berhasil mengatur industri ojek daring 
dengan baik (Arini, 2024). Sementara itu, 
Direktur Pengawasan Ruang Digital Komdigi, J. 
Sitompul menjelaskan bahwa hingga saat ini 
belum ditemukan pelanggaran oleh pihak 
aplikasi ojek daring terkait kepatuhan terhadap 
regulasi yang telah ditetapkan. Namun 
demikian, Komdigi tetap berkomitmen untuk 
terus memantau dan mengevaluasi praktik-
praktik bisnis perusahaan aplikasi untuk 
memastikan bahwa beroperasi sesuai dengan 
hukum dan regulasi yang berlaku. J. Sitompul 
juga mengimbau kepada para pengemudi ojek 
daring untuk melaporkan segala bentuk 
pelanggaran yang alami kepada Komdigi agar 
dapat ditindaklanjuti (Wawancara pribadi, 27 
Maret 2025).  

Dalam perspektif administrasi publik dan 
kebijakan kesejahteraan sosial, pemerintah 
seharusnya bertindak sebagai regulator 
sekaligus fasilitator yang menjamin terciptanya 
perlindungan sosial bagi seluruh lapisan 
masyarakat, termasuk para pekerja di sektor 
informal seperti pengemudi ojek daring 
(Adermon & Hensvik, 2022). Pemerintah 
memiliki tanggung jawab untuk menciptakan 
lingkungan kerja yang aman, adil, dan 
berkelanjutan bagi semua warga negara. Hal ini 
sejalan dengan prinsip-prinsip negara 
kesejahteraan yang menekankan peran aktif 
pemerintah dalam menjamin kesejahteraan 
sosial dan ekonomi warga negara. Tanggapan 
pemerintah dalam mengatur tarif ojek daring 
harus didasarkan pada pendekatan ilmiah yang 
sistematis dan objektif, dengan memperhatikan 
aturan dan prinsip hukum yang berlaku, serta 
nilai keadilan. Dengan demikian, kebijakan yang 
dihasilkan tidak hanya pragmatis tetapi juga 
memiliki dasar hukum yang kuat, proses yang 
transparan, dan evaluasi berkelanjutan agar 
dapat diterima secara ilmiah dan sosial serta 
mendukung tata kelola negara hukum yang baik 
dan berkeadilan. Pemerintah juga perlu 
mempertimbangkan dampak ekonomi dan 
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sosial dari kebijakan yang diambil, serta 
memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak 
merugikan salah satu pihak yang terlibat 
(Bunders et al., 2022). 

Pemerintah perlu melibatkan berbagai 
pemangku kepentingan dalam proses 
pengambilan keputusan, termasuk perusahaan 
aplikasi, perwakilan pengemudi, akademisi, dan 
kebijakan publik. Dengan melibatkan semua 
pihak yang berkepentingan, pemerintah dapat 
memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan 
mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua 
pihak. Proses konsultasi publik yang inklusif dan 
transparan sangat penting untuk membangun 
kepercayaan dan legitimasi kebijakan. 
Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi 
berkala terhadap kebijakan yang telah 
ditetapkan untuk memastikan bahwa kebijakan 
tersebut efektif dalam mencapai tujuan yang 
diinginkan. Evaluasi ini harus didasarkan pada 
data dan bukti yang akurat, serta melibatkan 
partisipasi dari berbagai pemangku 
kepentingan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan 
untuk memperbaiki dan menyempurnakan 
kebijakan yang ada. Selain itu, pemerintah juga 
perlu mempertimbangkan aspek-aspek lain 
yang terkait dengan kesejahteraan pengemudi 
ojek daring, seperti akses terhadap layanan 
kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang 
layak. Pemerintah dapat bekerja sama dengan 
organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta 
untuk menyediakan layanan-layanan ini kepada 
para pengemudi ojek daring. Pemerintah juga 
dapat memberikan pelatihan keterampilan 
tambahan kepada para pengemudi ojek daring 
agar memiliki kesempatan untuk meningkatkan 
pendapatan (Brewer, 2000). 

Tanggapan PT. Grab Indonesia 

Menurut Tirza Munusamy, Chief of Public 
Affairs Grab Indonesia, besaran biaya layanan 
atau sewa aplikasi yang ditetapkan oleh Grab 
telah sesuai dengan Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor 1001 Tahun 2022. 
Keputusan ini mengubah Keputusan Menteri 
Perhubungan No. 667 Tahun 2022 tentang 
pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan 
sepeda motor untuk kepentingan masyarakat 
Berbasis Aplikasi. Tirza menjelaskan bahwa 
biaya layanan tersebut merupakan bentuk bagi 
hasil antara Grab dan mitra pengemudi. Dia pun 

menjelaskan bahwa sebagian dari biaya tersebut 
dikembalikan untuk mendukung kebutuhan dan 
pengembangan kapasitas mitra melalui berbagai 
inisiatif seperti layanan pengaduan 24/7, tim 
cepat tanggap kecelakaan, edukasi Grab 
Academy, fasilitas Grab Driver Lounge, Driver 
Center, Grab Excellence Center, dan subsidi biaya 
transaksi non-tunai (Diahwahyuningtyas, 2025). 
Tirza juga menambahkan bahwa Grab 
berkomitmen untuk terus berinovasi dan 
meningkatkan layanan untuk memberikan 
pengalaman yang terbaik bagi para pengguna 
dan mitra pengemudi. Grab mengklaim bahwa 
telah berupaya untuk memberikan dukungan 
yang maksimal kepada para mitra pengemudi 
melalui berbagai program dan inisiatif. Pihak 
Grab juga menekankan bahwa biaya layanan 
yang tetapkan telah sesuai dengan regulasi yang 
berlaku. Namun, klaim ini perlu diverifikasi 
secara independen untuk memastikan bahwa 
program dan inisiatif tersebut benar-benar 
efektif dalam meningkatkan kesejahteraan para 
pengemudi. Selain itu, perlu ada transparansi 
yang lebih besar mengenai bagaimana biaya 
layanan tersebut dialokasikan dan digunakan 
(Diahwahyuningtyas, 2025). 

Aplikator Grab pada dasarnya mengikuti 
aturan pemerintah dengan menyesuaikan tarif, 
namun juga mempertimbangkan daya beli 
konsumen karena tarif yang terlalu tinggi bisa 
menurunkan jumlah order dan berdampak pada 
penghasilan pengemudi. Oleh karena itu, Grab 
menawarkan promosi yang diklaim berasal dari 
dana perusahaan, bukan dari potongan 
pendapatan mitra. Grab tetap berupaya 
mendukung kesejahteraan pengemudi melalui 
insentif dan program bantuan. Grab bersama 
pemerintah dapat menjaga keseimbangan tarif 
yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. 
Namun demikian, tanggapan ini juga perlu 
diverifikasi secara independen untuk 
memastikan bahwa promosi tersebut benar-
benar didanai oleh perusahaan dan tidak 
mengurangi pendapatan para pengemudi. Grab 
menyadari pentingnya menjaga keseimbangan 
antara kepentingan perusahaan, konsumen, dan 
mitra pengemudi. Grab berupaya untuk 
menawarkan tarif yang kompetitif bagi 
konsumen, dan tetap memberikan penghasilan 
yang layak bagi para pengemudi. Namun 
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demikian, pengaturan ini sulit untuk mencapai 
keseimbangan yang ideal antara ketiga 
kepentingan yaitu aplikator Grab, pemerintah 
dan pengemudi. Perlu ada mekanisme yang lebih 
transparan dan partisipatif untuk menentukan 
tarif yang adil dan berkelanjutan bagi semua 
pihak (Zhafira, 2025). 

Dalam perspektif etika bisnis dan tanggung 
jawab sosial perusahaan, pihak perusahaan 
seharusnya tidak hanya berorientasi pada 
keuntungan semata, tetapi juga memiliki 
tanggung jawab moral dan sosial terhadap mitra 
pengemudi yang menjadi bagian penting dari 
ekosistem usahanya (Motte-Baumvol & Dablanc, 
2025). Perusahaan harus memastikan bahwa 
harus memperlakukan para mitra pengemudi 
dengan adil dan hormat, serta memberikan 
pengemudi ojek daring kesempatan untuk 
meningkatkan kesejahteraan. Hal ini dapat 
dilakukan melalui berbagai cara, seperti 
memberikan pelatihan keterampilan tambahan, 
menyediakan akses terhadap layanan kesehatan 
dan pendidikan, serta memberikan dukungan 
finansial bagi para pengemudi yang mengalami 
kesulitan (Motte-Baumvol & Dablanc, 2025). 
Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan 
bahwa beroperasi secara transparan dan 
akuntabel. Hal ini termasuk memberikan 
informasi yang jelas dan akurat mengenai biaya 
layanan, tarif, dan program-program dukungan 
yang tersedia bagi para pengemudi. Perusahaan 
juga perlu memiliki mekanisme pengaduan yang 
efektif untuk menangani keluhan dari para 
pengemudi. 

Hambatan dan Tantangan Regulasi 
Pekerja Gig Transportasi di Indonesia 

Profesi dan pekerjaan pengemudi ojek 
daring yang merupakan pekerja gig atau lepas 
tidak sepenuhnya masuk dalam kategori pekerja 
tetap. Sebagian besar pekerja gig di Indonesia 
tidak diakui sebagai karyawan tetap, melainkan 
sebagai mitra atau pekerja lepas. Hal ini 
menyebabkan status hukum pengemudi ojek 
online berada dalam area abu-abu, sehingga 
perlindungan yang dapatkan sangat terbatas 
dibandingkan pekerja formal. Hal ini menjadi 
salah satu hambatan dikarenakan hubungan 
dengan perusahaan aplikasi tidak memenuhi 
unsur perintah, pekerjaan, dan upah 

sebagaimana diatur dalam undang-undang 
ketenagakerjaan. Meskipun pengemudi disebut 
mitra, kenyataannya ada ketimpangan relasi 
kerja seperti tidak adanya jaminan atau 
penghasilan pengganti saat pengemudi 
mengalami kecelakaan. Konsep mitra dalam 
konteks ekonomi gig seringkali digunakan untuk 
menghindari tanggung jawab perusahaan 
terhadap para pekerja. Dalam kasus Inggris 
menjelaskan bahwa meskipun negara telah 
mengakui pekerja gig dalam hukum 
ketenagakerjaan. Namun demikian, Indonesia 
yang masih menganut sistem hukum warisan 
Belanda belum dapat mengadopsinya secara 
langsung. Secara hukum negara tetap 
berkewajiban melindungi pekerja gig 
sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Oleh 
karena itu, pemerintah perlu segera membuat 
kebijakan baru yang sesuai dengan kondisi 
ekonomi gig agar perlindungan dan keadilan 
bagi seluruh pekerja dapat terwujud. Kebijakan 
ini harus mempertimbangkan karakteristik unik 
dari ekonomi gig, serta memastikan bahwa para 
pekerja gig memiliki hak-hak yang sama seperti 
pekerja lainnya. (Wawancara dengan Fitriana 
dosen UI dan pengamat hukum ketenagakerjaan, 
31 Oktober 2024). 

Pemerintah Indonesia menghadapi 
tantangan besar dalam memberikan 
perlindungan yang memadai bagi pekerja gig, 
terutama karena status hukum ojek daring yang 
belum jelas dan perlindungan sosial yang masih 
sangat terbatas. Untuk menjawab persoalan ini, 
pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang 
komprehensif dan responsif terhadap 
karakteristik pekerja gig. Tantangan yang harus 
dilakukan oleh pemerintah adalah menginisiasi 
dan melakukan tindakan nyata untuk 
melindungi hak-hak pekerja gig. Kebijakan ini 
meliputi akses terhadap jaminan sosial, 
pengaturan hubungan kerja antara aplikator dan 
pengemudi secara jelas dan mengikat, serta 
memastikan bahwa pengemudi menerima upah 
yang layak. Pemerintah juga perlu memastikan 
bahwa para pekerja gig memiliki akses terhadap 
layanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah 
perlu segera membuat regulasi yang mengatur 
hubungan kerja antara aplikator dan pengemudi 
ojek daring secara jelas dan mengikat, bukan 
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hanya mengandalkan surat edaran atau 
imbauan, dengan adanya regulasi yang jelas, 
kesejahteraan pekerja gig dapat terjamin secara 
hukum (Strüver, 2024). Regulasi tersebut harus 
mencakup berbagai aspek penting, seperti 
pengaturan mengenai tarif, potongan biaya 
aplikasi, jam kerja, dan perlindungan terhadap 
pemutusan hubungan kerja yang tidak adil. 
Regulasi ini juga harus memastikan bahwa para 
pekerja gig memiliki hak untuk membentuk 
serikat pekerja dan melakukan negosiasi 
kolektif. Pihak aplikasi yang baik kepada pekerja 
gig adalah yang menyediakan perlindungan 
sosial, bekerja sama dengan pemerintah dan 
organisasi pekerja untuk memastikan kepatuhan 
regulasi, menetapkan tarif dan potongan yang 
adil dan transparan, serta mengedukasi pekerja 
tentang pentingnya hak dan perlindungan 
pengemudi agar tercipta ekosistem kerja gig 
yang berkelanjutan, adil, dan mendukung 
kesejahteraan pekerja (Van Belle et al., 2023). 
 
KESIMPULAN 

Konflik kebijakan pengaturan 
kesejahteraan pekerja gig khususnya pengemudi 
ojek daring Grab masih menjadi permasalahan 
yang belum dapat diselesaikan di Indonesia. 
Pemerintah masih belum dapat menyelesaikan 
konflik ini dikarenakan belum adanya kejelasan 
pekerjaan gig dalam peraturan ketenagakerjaan 
di Indonesia. Status pekerja gig masih dipandang 
dan diakui sebagai mitra atau kontraktor 
independen. Kondisi ini membuat pekerja gig 
tidak memiliki jaminan kesejahteraan sosial 
seperti upah minimum, asuransi kesehatan, atau 
perlindungan kecelakaan kerja. Di sisi lain 
perusahaan ekonomi gig Grab Indonesia 
berpendapat bahwa telah memenuhi segala 
aturan bisnis di Indonesia. Grab Indonesia 
berpendapat hubungan bisnis dengan pengemudi 
ojek daring berdasarkan kemitraan dan tidak 
mengikat selayaknya pekerja formal. Pihak PT. 
Grab berargumentasi bahwa pekerjaan gig 
didasarkan pada tugas yang harus diselesaikan 
mitra secara mandiri. Dengan demikian, pihak 
Grab berpendapat bahwa aplikator hanya sebagai 
pihak yang menyambungkan atau menjembatani 
pelanggan dengan pekerja lepas yang dibantu dan 
difasilitasi aplikasi dan tentunya tidak ada 
kontrak pejanjian kerja seperti pekerja formal. 

Untuk menyelesaikan konflik ini maka 
Pemerintah dan DPR RI memiliki peran penting 
untuk menginisiasi penyusunan dan pembuatan 
regulasi kesejahteraan sosial bagi pekerja gig di 
masa mendatang. Pemerintah harus bertindak 
atas kepentingan publik dan dapat menjembatani 
kepentingan kedua pihak. Salah satu upaya yang 
dapat dilakukan adalah membuat dan menyusun 
serta menetapkan regulasi yang mengatur 
ekonomi gig untuk meningkatkan perlindungan 
sosial yang berdampak pada kesejahteraan. 
Untuk menginisiasi regulasi ini maka pemerintah 
dapat mempelajari implementasi regulasi 
ekonomi gig di negara-negara seperti Inggris, 
Swiss, Belanda, Malaysia, Spanyol, Amerika 
Serikat, Italia dan Perancis yang telah mengakui 
pengemudi online gig sebagai pekerja formal. 
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